
Tembusan :
1.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReforfnasfBTrokrasi RI di Jakarta;
2.Gubernur Riau di Pekanbaru;
3.Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru;
4.Ketua DPRD Kota Dumai di Dumai.
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WALIKOTA DUMAI
Dumai, S(  Maret 2020

Kepada:

Yth.  Kepala Perangkat Daerah se-Kota

Dumai

di-
Dumai

SURAT EDARAN
Nomor: 800/y/^f ,/BKPSDM

PERPANJANGAN WAKTU PENYESUAIAN SISTEM KEPJA PNS DAN TKPK DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal
Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 19 Tahun 2020 perihal Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Walikota
Dumai Nomor 259/BPBD/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana
Non Alam Akibat Corona Virus d\ Kota Dumai Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah {work from home) bagi PNS dan TKPK diperpanjang
sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan
kebutuhan;

2.Pengaturan pelaksanaan work from home tetap mengacu kepada Surat Edaran Walikota
Dumai Nomor 800/695/BKPSDM tanggal 20 Maret 2020, sampai dengan ditetapkannya
kebijakan baru;

3.Untuk memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan  COVID-19 di
lingkungan kerja, Kepala Perangkat Daerah agar menyampaikan data PNS dan TKPK yang
terpapar dan/atau terkonfirmasi positif COVID-19 kepada Walikota melalui BKPSDM pada
kesempatan pertama, dengan format sebagaimana terlampir;

4.Untuk Pusat  Informasi  dan Koordinasi  Covid-19 Kota  Dumai  dapat  mengakses
https://covid-19.dumaikota.ao.id dan call center: 0821 7130 1412/ 0821 7130 1416.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab.


